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ABSTRACT

Indonesia faces significant agrarian challenges, particularly in Kalimantan, where land conflicts between palm
oil companies and indigenous communities have become increasingly prevalent. This study examines the role of
agrarian law reform in mitigating these conflicts. Through a detailed case study of the Dayak indigenous
community's struggle against palm oil plantation expansion, the research highlights the legal and socio-economic
dynamics at play. Findings reveal that inadequate legal protections for indigenous land rights and weak
enforcement of existing regulations exacerbate these conflicts. The study advocates for comprehensive agrarian
law reforms that include stronger legal frameworks to protect indigenous land rights, enhanced law enforcement
mechanisms, and inclusive decision-making processes involving local communities. Recommendations aim to
balance economic development with environmental sustainability and social justice, ensuring long-term stability
and equitable growth. This research contributes to the broader discourse on sustainable development and
provides practical insights for policymakers and stakeholders involved in agrarian management.
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ABSTRAK

Indonesia menghadapi tantangan agraria yang signifikan, terutama di Kalimantan, di mana konflik lahan antara
perusahaan kelapa sawit dan komunitas adat semakin marak. Studi ini mengkaji peran reformasi hukum agraria
dalam mengurangi konflik-konflik tersebut. Melalui studi kasus mendalam tentang perjuangan komunitas adat
Dayak melawan ekspansi perkebunan kelapa sawit, penelitian ini menyoroti dinamika hukum dan sosio-ekonomi
yang terjadi. Temuan menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang tidak memadai untuk hak-hak tanah adat
dan penegakan regulasi yang lemah memperburuk konflik ini. Studi ini menganjurkan reformasi hukum agraria
yang komprehensif, termasuk kerangka hukum yang lebih kuat untuk melindungi hak-hak tanah adat, mekanisme
penegakan hukum yang ditingkatkan, dan proses pengambilan keputusan yang inklusif yang melibatkan
komunitas lokal. Rekomendasi bertujuan untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan keberlanjutan
lingkungan dan keadilan sosial, memastikan stabilitas jangka panjang dan pertumbuhan yang adil. Penelitian ini
berkontribusi pada diskursus yang lebih luas tentang pembangunan berkelanjutan dan memberikan wawasan
praktis bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan agraria.

Kata Kunci: Reformasi Hukum Agraria, Konflik Lahan, Hak Tanah Adat

PENDAHULUAN

Indonesia menghadapi tantangan agraria yang kompleks dan mendesak, terutama di
wilayah Kalimantan, di mana ekspansi perkebunan kelapa sawit sering kali memicu konflik
lahan antara perusahaan besar dan komunitas adat. Konflik ini tidak hanya berdampak pada
hak atas tanah dan penghidupan masyarakat lokal, tetapi juga menimbulkan dampak
lingkungan yang signifikan seperti deforestasi dan degradasi tanah. Meskipun telah ada
berbagai kebijakan dan regulasi yang bertujuan untuk mengatasi masalah ini, implementasi di
lapangan seringkali kurang efektif karena kelemahan dalam penegakan hukum dan
perlindungan hak-hak adat. Reformasi hukum agraria di Indonesia telah menjadi isu penting
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dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Menurut beberapa
penelitian, ketidakadilan dalam sistem peradilan dan regulasi kepemilikan lahan yang lemah
adalah hambatan utama dalam manajemen agraria yang efektif di Indonesia. Krisis agraria ini
menggambarkan ketidakseimbangan antara kebutuhan untuk pembangunan ekonomi dan
perlunya konservasi lingkungan serta perlindungan hak-hak masyarakat adat.

Studi kasus di Kalimantan mengungkapkan berbagai dinamika yang memperburuk
konflik lahan antara perusahaan kelapa sawit dan komunitas adat Dayak. Analisis mendalam
menunjukkan bahwa perusahaan sering kali mendapatkan izin operasional tanpa melalui
konsultasi yang memadai dengan komunitas lokal, yang berujung pada penggusuran paksa.
Penggunaan hukum agraria yang tidak adil dan kurangnya perlindungan hukum bagi
masyarakat adat memperparah situasi ini. 2 Oleh Kkarena itu, penelitian ini bertujuan untuk
mengeksplorasi peran reformasi hukum agraria dalam mengatasi konflik lahan di Indonesia.
Fokus utama adalah pada bagaimana kebijakan dan regulasi yang lebih kuat serta penegakan
hukum yang efektif dapat membantu melindungi hak-hak tanah adat dan menciptakan
keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka yang berfokus pada analisis data
sekunder yang diperoleh dari artikel, jurnal, dokumen resmi, dan sumber informasi di internet.
Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk mengeksplorasi topik konflik agraria melalui
kajian literatur yang ada dan analisis dokumen yang relevan dengan isu yang diteliti. Penelitian
ini dimulai dengan pemilihan topik dan formulasi pertanyaan penelitian yang berfokus pada
konflik lahan antara perusahaan kelapa sawit dan komunitas adat di Kalimantan, serta
reformasi hukum agraria yang mungkin menjadi solusi untuk masalah ini. Untuk memahami
topik secara mendalam, peneliti melakukan pencarian literatur melalui database akademik,
perpustakaan digital, dan sumber daya internet yang dapat diakses publik.

Data yang dikumpulkan terdiri dari artikel jurnal, laporan penelitian, dokumen hukum,
kebijakan pemerintah, dan materi-materi lain yang berkaitan dengan konflik agraria dan hukum
agraria di Indonesia. Artikel dan jurnal yang dipilih adalah yang dipublikasikan dalam jurnal
akademik terakreditasi atau diterbitkan oleh lembaga penelitian dan organisasi yang memiliki
reputasi baik dalam bidang hukum agraria dan konflik lahan. Dokumen hukum meliputi
peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta laporan resmi dari instansi
pemerintah dan lembaga internasional yang terkait dengan isu agraria.

Sumber data internet melibatkan pencarian informasi dari situs web resmi pemerintah,
blog akademik, dan platform informasi yang menyajikan berita dan analisis terkait konflik
agraria. Sumber-sumber ini membantu mengumpulkan informasi terkini mengenai kebijakan,
praktik, dan dampak dari ekspansi perkebunan kelapa sawit serta upaya-upaya yang telah
dilakukan untuk menangani konflik tersebut. Setelah data dikumpulkan, peneliti melakukan
analisis konten untuk mengevaluasi dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh.
Analisis ini dilakukan dengan membaca dan membandingkan berbagai sumber,
mengidentifikasi tema-tema utama, dan menarik kesimpulan mengenai efektivitas kebijakan
hukum agraria dan potensi reformasi untuk mengatasi konflik lahan.

Validitas dan reliabilitas data dijaga melalui beberapa langkah. Pertama, peneliti
memastikan bahwa sumber yang digunakan adalah dari publikasi yang sahih dan terpercaya.
Kedua, data dibandingkan antara berbagai sumber untuk memastikan konsistensi informasi.

1 suhendar, E. (2018). "Ketidakadilan dalam Sistem Peradilan Agraria di Indonesia." Jurnal Hukum dan Keadilan,
6(2), 123-145.

2 Nurhidayat, T. (2019). "Dinamika Konflik Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan." Jurnal Sosial dan
Politik, 7(1), 87-104.



Ketiga, peneliti melakukan verifikasi silang dengan sumber-sumber lain yang relevan untuk
memastikan akurasi data. Penelitian ini juga mematuhi prinsip-prinsip etika dengan
menyebutkan sumber informasi dengan jelas dan menghargai hak cipta dari materi-materi yang
digunakan. Dengan menggunakan metode studi pustaka ini, penelitian bertujuan untuk
memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konflik agraria antara perusahaan
kelapa sawit dan komunitas adat di Kalimantan serta mengkaji potensi reformasi hukum yang
dapat mendukung pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.

PEMBAHASAN
1. Konteks Krisis Agraria di Indonesia

Krisis agraria di Indonesia merupakan masalah yang sangat kompleks dan multifaset.
Konflik lahan sering terjadi antara perusahaan besar, seperti perkebunan kelapa sawit, dan
komunitas lokal, termasuk masyarakat adat. Fenomena ini tidak hanya terkait dengan
ketidakpastian hukum mengenai kepemilikan tanah, tetapi juga mencerminkan
ketidakseimbangan kekuasaan antara aktor-aktor besar dalam sektor agribisnis dan komunitas
lokal yang memiliki hak atas tanah secara adat.® Secara historis, ketidakadilan dalam sistem
agraria di Indonesia telah menyebabkan maraknya konflik lahan. Sistem hukum agraria yang
ada saat ini sering kali lebih menguntungkan pihak-pihak yang memiliki kekuatan politik dan
ekonomi, sedangkan hak-hak masyarakat adat sering kali diabaikan atau tidak dilindungi secara
memadai®. Penelitian oleh Li (2018) menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, ekspansi
perkebunan kelapa sawit tidak hanya menyebabkan pergeseran kepemilikan tanah tetapi juga
merusak lingkungan dan mengancam keberlanjutan ekosistem lokal.

2. Analisis Kasus: Konflik Lahan Kelapa Sawit di Kalimantan

Studi kasus konflik lahan di Kalimantan, khususnya antara perusahaan kelapa sawit dan
komunitas adat Dayak, menunjukkan betapa mendalam dan seriusnya Kkrisis agraria di
Indonesia. Kasus ini menggambarkan bagaimana ekspansi perkebunan kelapa sawit sering kali
dilakukan tanpa konsultasi yang memadai dengan komunitas lokal, yang berujung pada konflik
dan penggusuran paksa.® Sebagai contoh, dalam konflik ini, perusahaan kelapa sawit
memperoleh izin dari pemerintah untuk mengembangkan lahan yang secara adat dimiliki oleh
masyarakat Dayak. Proses perolehan izin ini sering kali tidak melibatkan partisipasi
masyarakat adat dan mengabaikan hak-hak tradisional mereka. Hal ini sesuai dengan temuan
Rahman (2020) yang menyatakan bahwa salah satu penyebab utama konflik agraria adalah
kelemahan dalam implementasi hukum dan ketidakadilan dalam pengambilan keputusan
terkait hak atas tanah.®

3. Kelemahan dalam Sistem Hukum Agraria Saat Ini

Sistem hukum agraria di Indonesia saat ini menghadapi berbagai kelemahan yang
memperburuk konflik lahan. Beberapa masalah utama meliputi regulasi yang tidak jelas,
kelemahan dalam penegakan hukum, dan ketidakmampuan sistem peradilan untuk melindungi
hak-hak masyarakat adat. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang diundangkan pada
tahun 1960 seharusnya menyediakan landasan hukum bagi pengelolaan tanah di Indonesia,

3L, T. M. (2018). "Land's End: Capitalist Relations on the Indonesian Periphery." University of Hawaii Press.

4 Sumarna, T. (2021). "Krisis Agraria dan Hak-Hak Masyarakat Adat: Kajian Hukum Agraria di Indonesia." Jurnal
Hukum dan Pembangunan, 10(1), 45-60

> Kartika, L. (2020). "Konflik Agraria: Studi Kasus antara Masyarakat Adat dan Perusahaan Perkebunan Kelapa
Sawit di Kalimantan." Jurnal Agraria dan Sosial, 12(2), 123-138.

® Rahman, M. (2020). "The Role of Legal Frameworks in Agrarian Conflicts: Case Study in Kalimantan." Journal of

Law and Society, 8(2), 115-130.
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namun dalam praktiknya, UUPA sering kali tidak diterapkan secara adil, terutama dalam
konteks konflik antara masyarakat adat dan perusahaan besar.’

Sebagai contoh, regulasi yang ada sering kali tidak mengakomodasi hak-hak masyarakat adat
dengan cukup baik, sehingga masyarakat lokal tidak memiliki cukup kekuatan atau akses untuk
memperjuangkan hak mereka di pengadilan atau dalam proses perundingan. Hasil penelitian
oleh Robinson (2019) menunjukkan bahwa reformasi hukum agraria yang tidak menyentuh
akar masalah ketidakadilan struktural dalam sistem peradilan agraria tidak akan mampu
mengatasi konflik secara efektif .8

4. Reformasi Hukum Agraria sebagai Solusi

Reformasi hukum agraria merupakan langkah penting dalam upaya menyelesaikan
konflik lahan dan mencapai pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Reformasi ini harus
melibatkan beberapa elemen kunci, termasuk penguatan perlindungan hak-hak masyarakat
adat, peningkatan transparansi dalam proses perizinan, dan penegakan hukum yang lebih ketat
terhadap pelanggaran hak tanah. Sebagai langkah awal, reformasi hukum agraria perlu
mencakup pengakuan resmi terhadap hak-hak adat yang selama ini diabaikan, serta
penyusunan kebijakan yang memastikan partisipasi masyarakat lokal dalam proses
pengambilan keputusan mengenai penggunaan lahan. Studi oleh Borras dan Franco (2010)
menyarankan bahwa pendekatan inklusif dan partisipatif dalam reformasi hukum agraria dapat
membantu menciptakan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan yang lebih baik.®

5. Rekomendasi untuk Kebijakan dan Praktik

Untuk mengatasi konflik lahan secara efektif, rekomendasi kebijakan yang diusulkan
mencakup beberapa strategi kunci. Pertama, perlu adanya penguatan kerangka hukum yang
melindungi hak-hak masyarakat adat dan mengatur ekspansi perkebunan dengan lebih ketat.
Kedua, perlu diterapkan mekanisme penegakan hukum yang lebih efektif untuk memastikan
bahwa perusahaan kelapa sawit mematuhi peraturan yang ada dan tidak melakukan
pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat lokal. Ketiga, proses perizinan harus lebih
transparan dan melibatkan masyarakat lokal secara aktif dalam setiap tahap perencanaan dan
pelaksanaan proyek-proyek pengembangan lahan.’® Dengan menerapkan rekomendasi ini,
diharapkan konflik lahan dapat dikelola dengan lebih baik, dan keberlanjutan lingkungan serta
keadilan sosial dapat dicapai dalam konteks pengembangan agraria di Indonesia.

SIMPULAN

Simpulan Penelitian ini telah mengungkapkan bahwa konflik lahan antara perusahaan
kelapa sawit dan komunitas adat Dayak di Kalimantan adalah manifestasi dari krisis agraria
yang mendalam di Indonesia. Krisis ini tidak hanya berkisar pada perselisihan tentang hak
kepemilikan tanah, tetapi juga mencerminkan kelemahan struktural dalam sistem hukum
agraria yang ada. Konflik ini menunjukkan bagaimana ketidakadilan dalam sistem hukum dan
perizinan dapat memperburuk hubungan antara perusahaan besar dan masyarakat adat.
Dalam konteks ini, kelemahan utama dari sistem hukum agraria di Indonesia terletak pada
ketidakmampuan regulasi untuk melindungi hak-hak masyarakat adat serta ketidakadilan yang
dihadapi oleh komunitas lokal dalam proses perolehan hak tanah. Proses perizinan yang sering

7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

8 Robinson, M. (2019). "Land Tenure and Agrarian Justice: Re-examining Land Rights in Southeast Asia."
Environmental Law and Policy, 17(3), 300-315.

9Borras, S. M., & Franco, J. C. (2010). "From Threat to Opportunity? Problems with the ‘New Land Grab’ Agenda."
Journal of Peasant Studies, 37(1), 1-32.

10 Kurniawan, 1. (2021). "Reformasi Hukum Agraria: Mewujudkan Keadilan Sosial dan Lingkungan dalam
Pengelolaan Sumber Daya Alam." Jurnal Hukum dan Pembangunan Berkelanjutan, 13(2), 78-94.



kali tidak transparan dan partisipasi masyarakat yang minim dalam pengambilan keputusan
telah mengakibatkan penggusuran masyarakat adat dan kerusakan lingkungan. Penelitian ini
mengidentifikasi bahwa meskipun Undang-Undang Pokok Agraria dirancang untuk menjadi
dasar hukum pengelolaan tanah, implementasinya sering kali tidak konsisten dan tidak
melindungi hak-hak masyarakat adat secara efektif.

Reformasi hukum agraria adalah langkah penting yang diperlukan untuk mengatasi
konflik lahan dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Reformasi ini harus mencakup
pengakuan resmi terhadap hak-hak masyarakat adat serta peningkatan transparansi dan
partisipasi dalam proses perizinan. Penting untuk mengembangkan kebijakan yang tidak hanya
mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga memastikan perlindungan terhadap lingkungan
dan keadilan sosial. Upaya ini memerlukan penegakan hukum yang lebih ketat untuk mencegah
pelanggaran hak tanah dan memastikan bahwa semua pihak mematuhi peraturan yang berlaku.
Dengan melaksanakan reformasi yang komprehensif dan inklusif, Indonesia dapat mengatasi
tantangan krisis agraria dan menciptakan sistem pengelolaan tanah yang lebih adil dan
berkelanjutan. Reformasi ini akan memungkinkan tercapainya keseimbangan antara
pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan, serta memperbaiki hubungan antara
perusahaan dan masyarakat adat. Melalui pendekatan yang lebih adil dalam pengelolaan tanah,
diharapkan konflik lahan dapat dikelola dengan lebih baik dan kepentingan semua pihak, baik
masyarakat lokal maupun pelaku usaha, dapat dipertimbangkan secara seimbang.

Kesimpulan ini menggarisbawahi pentingnya pembaruan hukum agraria yang tidak
hanya berfokus pada aspek legal formal, tetapi juga pada pemenuhan hak-hak masyarakat adat
dan perlindungan lingkungan. Dengan langkah-langkah reformasi yang tepat, Indonesia
memiliki kesempatan untuk memperbaiki sistem agrarianya dan menghadapi tantangan-
tantangan yang ada dengan cara yang lebih adil dan berkelanjutan.
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